Bab 4

Kesimpulan, Rekomendasi, dan Implikasi

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tax review yang dilakukan untuk mengukur tingkat
kepatuhan CV X terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan selama tahun 2020
hingga 2022, penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Dalam pelaksanaan hak yang diperoleh oleh CV X, tidak semua hak tersebut
dimanfaatkan sepenuhnya. Terdapat hak-hak yang dilaksanakan dan tidak
dilaksanakan oleh CV X selama tahun 2020 hingga tahun 2022. Hak yang
dimanfaatkan mencakup kepemilikan NPWP dan NPPKP sebagai identitas CV X
sebagai Wajib Pajak Badan dan Pengusaha Kena Pajak, penerimaan tanda bukti
penyampaian SPT dan pembetulan SPT jika terdapat kesalahan, penerimaan
informasi terkait prosedur perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh dan PPN,
serta pemotongan sebagai pihak ketiga. Pada masa pandemi COVID-19 tahun
2021, CV X juga memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 yang disediakan oleh
pemerintah, sesuai dengan persyaratan sebagai Wajib Pajak dengan klasifikasi
baku lapangan usaha. Namun, ada hak-hak tertentu yang tidak dimanfaatkan oleh
CV X, termasuk pengajuan surat keberatan dan banding, permohonan penundaan
penyampaian SPT, permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran
pajak, permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, pembetulan surat
ketetapan pajak yang salah, keberatan dan banding, penyelenggaraan pembukuan
dalam bahasa dan mata uang asing, pemberian kuasa kepada orang lain untuk

melaksanakan kewajiban perpajakannya. CV X tidak memanfaatkan hak-hak
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tersebut karena tidak mengalami pemeriksaan pajak yang mengakibatkan CV X
harus melaksanakan haknya seperti mengajukan keberatan dan banding. Selain
itu, karena CV X beroperasi di wilayah Indonesia, penyelenggaraan pembukuan
dalam bahasa dan mata uang asing tidak diperlukan, serta CV X tidak perlu
memberikan kuasa kepada orang lain untuk melaksanakan kewajiban
perpajakannya.

. CV X memiliki tanggung jawab sebagai Wajib Pajak dan pihak ketiga, yang
merupakan pihak yang melakukan pemotongan atau pemungutan pajak.
Kewajiban yang diemban oleh CV X selama periode 2020 hingga 2022 mencakup
kewajiban untuk melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan PPh Badan,
yang meliputi PPh Pasal 25, Pasal 29, serta penerimaan kredit pajak PPh Pasal 22
dan Pasal 23, juga PPN. Sebagai pihak ketiga, CV X juga bertanggung jawab
untuk melakukan pemotongan atau pemungutan PPh Pasal 21, Pasal 23, dan PPN,
serta menyetor dan melaporkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, disertai
dengan pemberian bukti pemotongan atau pemungutan, dan mengeluarkan faktur
pajak. Kewajiban terakhir CV X melibatkan penyelenggaraan pembukuan untuk
menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan setiap tahun selama periode
2020 hingga 2022.

. Dari hasil temuan pelaksanaan penyetoran dan pelaporan, terdapat keterlambatan
pelaporan untuk kewajiban PPh Badan. Selain itu, kesesuaian pelaksanaan
perhitungan, pemotongan, pemungutan PPh dan PPN selama periode 2020-2022
disimpulkan sebagai berikut.

a. PPh Pasal 21
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CV X melaksanakan perhitungan sesuai dengan peraturan perpajakan
yang berlaku. Tidak ditemukan kesalahan perhitungan PPh Pasal 21
selama periode 2020-2022 yang mengakibatkan pemeriksaan dan
pengenaan sanksi pajak. CV X juga melaksanakan pemotongan setiap

bulan terhadap seluruh pegawai di CV X.

. PPh Pasal 22

CV X melaksanakan perhitungan PPh Pasal 22 atas impor yang dipungut
oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk setiap transaksi impor.
PPh Pasal 23

CV X melaksanakan perhitungan dan pemotongan sesuai dengan
peraturan perpajakan yang berlaku. Tidak ditemukan kesalahan
perhitungan PPh Pasal 23 selama periode 2020-2022 yang mengakibatkan

pemeriksaan dan pengenaan sanksi pajak.

. PPh Pasal 25

CV X melaksanakan perhitungan sesuai dengan peraturan perpajakan
yang berlaku. Tidak ditemukan kesalahan perhitungan PPh Pasal 25
selama periode 2020-2022 yang mengakibatkan pemeriksaan dan
pengenaan sanksi pajak.

PPh Pasal 29

Selama periode 2020-2022, CV X mengalami pajak kurang bayar. Maka,
CV X melaksanakan kewajiban penyetoran dan pelaporan atas PPh Badan
kurang bayar.

PPN
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CV X melaksanakan kewajiban PPN, antara lain pajak masukan atas
pembelian bahan baku dari Pengusaha Kena Pajak serta impor, dan pajak
keluaran atas penjualan produk di dalam negeri. CV X mengalami PPN
Lebih Bayar dimana pajak masukannya yang lebih besar dari pajak
keluarannya. Hal ini disebabkan oleh karena CV X melakukan banyak
pembelian pada masa pajak tersebut.

4. Dari hasil temuan pelaksanaan seluruh hak dan kewajiban perpajakan, terdapat
pelaksanaan kewajiban belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang. Tingkat kepatuhan pelaksanaan kewajiban PPh dan PPN selama periode
2020-2022 disimpulkan sebagai berikut.

a. PPh Pasal 21
CV X mengalami pajak lebih bayar selama tahun pajak 2020 hingga masa
pajak April 2021. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan
Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun 2016, sehingga PPh Pasal 21
tahun pajak 2016 hingga masa pajak Juni 2017 terakumulasi. Penyetoran
dan pelaporan PPh Pasal 21 tidak pernah mengalami keterlambatan. Oleh
karena itu, tingkat kepatuhan pelaksanaan PPh Pasal 21 selama periode
2020-2022 dapat dikategorikan sebagai “Patuh”.

b. PPh Pasal 22
PPh Pasal 22 yang dipungut atas impor selama periode dikompensasikan
menjadi PPh dibayar di muka untuk perhitungan PPh Pasal 29 tiap
tahunnya. Tingkat kepatuhan pelaksanaan PPh Pasal 22 selama periode
2020-2022 berbeda tiap tahun. Hal ini disebabkan karena CV X

melaporkan PPh Pasal 22 sehari sebelum batas pelaporan pada tahun pajak
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2020 sehingga dapat dikategorikan sebagai “Kurang patuh”. Sedangkan,
pelaporan pada tahun pajak 2021 dilakukan sembilan hari sebelum batas
pelaporan sehingga dapat dikategorikan sebagai “Patuh™. Dan, pelaporan
pada tahun pajak 2022 dilakukan terlambat 11 hari setelah batas pelaporan
sehingga dapat dikategorikan sebagai “Tidak patuh”.

PPh Pasal 23

Penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 tidak pernah mengalami
keterlambatan. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan pelaksanaan PPh Pasal

23 selama periode 2020-2022 dapat dikategorikan sebagai “Patuh”.

. PPh Pasal 25

Penyetoran PPh Pasal 25 tidak pernah mengalami keterlambatan,
sedangkan pelaporan PPh Pasal 25 pernah mengalami keterlambatan
sebanyak satu kali. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan pelaksanaan PPh
Pasal 25 selama periode 2020-2022 dapat dikategorikan sebagai
cenderung “Cukup patuh” menuju “Patuh”.

PPh Pasal 29

Penyetoran PPh Pasal 29 tidak pernah mengalami keterlambatan,
sedangkan pelaporan PPh Pasal 29 pernah mengalami keterlambatan
sebanyak satu kali. Namun, rekapitulasi tingkat kepatuhan pelaksanaan
PPh Pasal 29 selama periode 2020-2022 dapat dikategorikan sebagai
“Patuh”.

PPN

Penyetoran dan pelaporan PPN Kurang Bayar tidak pernah mengalami

keterlambatan. Namun, CV X juga tidak melakukan penyetoran dan
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pelaporan terlalu cepat. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan pelaksanaan
PPN selama periode 2020-2022 dapat dikategorikan sebagai “Cukup

patuh”.
5. Temuan yang menarik di penelitian ini antara lain adalah CV X secara konsisten
mengalami pajak lebih bayar dalam periode tertentu. Melakukan kompensasi
untuk masa pajak berikutnya daripada melakukan restitusi menjadi strategi CV X

dalam penanganan pajak lebih bayarnya.

4.2 Rekomendasi
Berdasarkan kesimpulan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan oleh CV X,
berikut adalah rekomendasi untuk CV X.

1. CV X memanfaatkan hak-hak yang dimilikinya secara optimal agar dalam
kewajiban perpajakan juga dapat dilaksanakan secara efisien.

2. CV X mematuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan Undang-Undang yang
berlaku dan terus mengikuti perkembangan kebijakan perpajakan yang telah
ditetapkan oleh pemerintah.

3. Jika terdapat pajak lebih bayar, CV X dapat memanfaatkan haknya untuk
mengajukan restitusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan:

a. PPhPasal 21
Tidak adanya keterlambatan dalam pelaksanaan kewajiban PPh Pasal 21
selama periode 2020-2022 harus terus dipertahankan oleh CV X di tahun
pajak berikutnya.

b. PPh Pasal 22
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Pelaporan PPh Pasal 22 yang dilaporkan bersamaan dengan pelaporan
SPT Tahunan PPh Badan dipersiapkan sejak jauh hari untuk mengurangi
potensi keterlambatan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan.
c. PPh Pasal 23
Tidak adanya keterlambatan dalam pelaksanaan kewajiban PPh Pasal 23
selama periode 2020-2022 harus terus dipertahankan oleh CV X di tahun
pajak berikutnya.
d. PPh Pasal 25
Pelaksanaan kewajiban PPh Pasal 25 selama periode 2020-2022 yang
dikategorikan sebagai “Cukup patuh” menuju “Patuh” ditingkatkan agar
sepenuhnya “Patuh” di tahun pajak berikutnya.
e. PPh Pasal 29
Tidak adanya keterlambatan dalam pelaksanaan kewajiban PPh Pasal 29
selama periode 2020-2022 harus terus dipertahankan oleh CV X di tahun
pajak berikutnya.
f. PPN
Pelaksanaan kewajiban PPN selama periode 2020-2022 yang
dikategorikan sebagai “Cukup patuh” ditingkatkan menjadi “Patuh” di
tahun pajak berikutnya.
CV X dapat mengatur cash flow agar dapat melakukan penyetoran/pelaporan lebih
awal, yang mana hal ini akan berdampak pada peningkatan kepatuhan
perpajakannya. CV X direkomendasikan untuk meningkatkan kepatuhan

perpajakannya agar terhindar dari risiko “Tidak patuh”. Jika terjadi penurunan
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tingkat kepatuhan hingga menjadi “Tidak patuh”, maka CV X akan diperiksa oleh

fiskus.

5. Terkait manajemen sumber daya manusia:

a.

b.

Pelatihan Pajak Berkala

CV X dapat mengadakan pelatihan berkala terkait perpajakan untuk
pegawai Keuangan dan Perpajakan yang terlibat dalam proses pelaksanaan
pajak. Hal ini dapat mencakup pemahaman mendalam tentang peraturan
perpajakan terbaru, penanganan situasi khusus, dan pembaruan teknologi
perpajakan. Pelatihan ini dapat membantu meningkatkan pemahaman
mereka terhadap peraturan perpajakan yang berlaku dan mengurangi
kemungkinan kesalahan.

Audit Internal Pajak Rutin

CV X dapat melakukan audit internal pajak secara rutin oleh tim internal
atau melibatkan pihak eksternal untuk memastikan bahwa prosedur
perpajakan tetap efisien dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Temuan
dari audit dapat menjadi landasan untuk perbaikan dan peningkatan.
Kolaborasi dengan Konsultan Pajak Eksternal

Meskipun telah memiliki fungsi Keuangan dan Perpajakan internal, CV X
dapat mempertimbangkan kerjasama dengan konsultan pajak eksternal.
Kolaborasi ini dapat membawa perspektif baru dan pengetahuan
mendalam dalam menghadapi situasi kompleks atau perubahan

perpajakan yang signifikan.

6. Terkait dokumentasi aset:

a.

Automatisasi Proses Dokumentasi
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Mengoptimalkan penggunaan sistem program untuk dokumentasi aset
dapat mengurangi risiko human error karena sistem dapat memberikan
konsistensi dalam penginputan data dan menghindari kesalahan manual.
b. Pelatihan dan Kesadaran Pegawai

Melakukan pelatihan kepada pegawai yang terlibat dalam proses
dokumentasi aset, terutama yang masih dilakukan secara manual, untuk
meningkatkan kesadaran akan pentingnya keakuratan data aset dan
menghindari kesalahan dalam penginputan. CV X dapat menekankan
pentingnya double checking sebelum data disimpan atau diproses.
Pengecekan ulang ini dapat dilakukan oleh orang yang berbeda untuk
mengurangi kemungkinan kesalahan yang terlewat. Kemudian, CV X juga
dapat menggandeng pihak ketiga untuk melakukan verifikasi independen
terhadap data atau informasi yang telah dimasukkan. Pihak ketiga dapat
membantu mengidentifikasi potensi kesalahan yang mungkin terlewat
oleh personel internal.

Dengan memiliki dokumentasi aset yang lebih akurat dan terkelola dengan baik,

CV X dapat menghindari potensi kesalahan dan lebih mudah dalam perhitungan

pajaknya, sehingga mendukung kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban

perpajakan.

4.3 Implikasi
Akibat dari pelaksanaan hak dan kewajiban CV X yang terkait dengan Undang-
Undang dan teori, berdampak pada beberapa implikasi tertentu bagi CV X.
1. Dengan merujuk pada teori dan pelaksanaan hak perpajakan, CV X melakukan

satu kali pembetulan SPT selama periode 2020-2022. Melalui pembetulan SPT
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ini, dampaknya terhadap CV X adalah bahwa sanksi yang diterima akibat
kesalahan menjadi lebih kecil jika dibandingkan dengan kemungkinan CV X
terungkap melakukan pelanggaran perpajakan, yang dapat berujung pada sanksi
yang lebih berat.

. Saat masa pandemi COVID-19 pada tahun 2020, pemerintah memberikan insentif
perpajakan, di antaranya kebijakan PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh
pemerintah dengan persyaratan tertentu. Namun, CV X baru mengajukan
permohonan insentif tersebut pada masa pajak Juli 2021. CV X merupakan Wajib
Pajak yang memenuhi syarat dan memperoleh haknya untuk mendapatkan PPh
Pasal 21 yang ditanggung oleh pemerintah. Melalui insentif PPh Pasal 21 yang
ditanggung oleh pemerintah dan diberikan untuk pegawai CV X, diharapkan dapat
meningkatkan kesejahteraan pegawai, yang kemudian diharapkan berdampak
positif pada kinerja pegawai di CV X.

. Tingkat kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan dapat berdampak kepada
CV X. Salah satu tingkat kepatuhan “Tidak patuh” yang dilakukan oleh CV X
adalah keterlambatan pelaporan SPT PPh Badan Tahunan tahun pajak 2022.
Keterlambatan ini dapat berdampak denda perpajakan. Apabila CV dikenai sanksi
perpajakan, akan muncul biaya yang berpotensi memengaruhi keuangan
perusahaan. Meskipun demikian, jika tingkat kepatuhan CV X yang berlebihan
juga memiliki dampak yang tidak baik. Kepatuhan yang berlebihan dapat
berdampak pada arus kas perusahaan, dimana biaya untuk pajak yang dikeluarkan
jauh sebelum batas waktu seharusnya dapat digunakan untuk pembiayaan dalam

hal lain.
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4. Tidak melakukan restitusi juga mencerminkan tingkat kepatuhan perpajakan yang
“Kurang patuh” dan dapat berdampak meningkatkan risiko pemeriksaan pajak
oleh fiskus.

5. Dengan adanya kepatuhan perpajakan yang dilakukan oleh CV X, dampak untuk
ekonomi makro adalah penerimaan pajak yang berkontribusi terhadap

peningkatan pendapatan APBN .
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